
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor2851);

2. Undang-UndangNomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik .
Indonesia Nomor3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-UndangNomor6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4999);

BUPATI GARUT,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan kerentuan Peraturan
Pemerintah Nomor69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan
Peraturan Bupati Garut Nomor6 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa sehubungan ada perubahan instansi penerima pelaksana
pemungut pajak dan retribusi serta target penerimaan per jenis
pajak dan retribusi daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

DENGAN RAHMAT TUBAN YANG MAHA ESA
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3. Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3569);

4. Undang-Undang Nomor17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4355);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679};

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor6322);

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1Tahun 2016 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor6);
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Paall
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah DaerahKabupaten Garut.

BASI
KETENTUAIi UMUM

, ,

PERATURAN SUPATI TENTABG TATA CARA PEMSERIAN DAB
PEMANFAATAB INSENTIF PEMUKGUTAB PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

Menetapkan

MEMUTUSKAK:

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor8);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2016
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor9);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2018 Nomor5);

17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016
Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27·
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Oarut (Berita Daerah Kabupaten
Garut Tahun 2019 Nomor 139);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor28 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gamt Nomor 28
Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kabupaten Garut Kepada Pemerintah Desa
(BeritaDaerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor29);
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Pasa12
Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan
berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya
tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektifdaerah.

BABII

ASAS PEMBERIAIf DAN PEMANFAATAN INSENTIF

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRDmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip utonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom. , .

4. Bupati adalah Bupati Garut,
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
6. KepalaBapenda adalah KepalaBadan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya
kemakmuran rakyat.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

9. Insentif Pemungutuan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif
adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

10. Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disebut Instansi Pemungut adalah Satuan keIja Perangkat Daerah
yang mempunai tugas pokokdan fungsi melaksanakan pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

11. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target peerimaan pajak dan retribusi yang
diterapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan
secara triwulan dalam Peraturan Bupati.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencna keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

13. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari instansi pelaksana
pemungutan pajak dan retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan. '

14. Tunjangan yang Melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas
tunjangan istri/ suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/ fungsional
darr/atau tunjangan beras.
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d. sampai dengan triwulan IV 1000/0 (seratus persen).
(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap

triwulan pada awal triwulan berikutnya yang dijabarkan sebagai berikut:
a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 20% (dua puluh persen) atau

Iebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 200/0 (dua puluh persen),

insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 450/0 (empat puluh lima

persen) atau Iebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan
pada triwulan I dan triwulan II;

d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 45% (empat puluh lima
persen), insentif untuk triwulan IIdibayarkan pada awal triwulan III.

e. apabila pada akhir triwulan IIIrealisasi kurang dari 850/0 (delapan puluh lima
persen], insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

450/0 (empat puluh lima persen);
850/0 (delapan puluh lima persen);

h. sampai dengan triwulan II
c. sampai dengan triwulan III

Paaa14
(1) Insentif diberikan apabila realisasi pencapaian target pajak danretribusi mencapai

kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk

meningkatkan:
a. pendapatan daerah; dan
b. pelayanan kepada masyarakat.

(3) Penghitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),untuk target
penerimaan per jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan sebagai berikut:
a. sampai dengan triwulan I 20010 (dua puluh persen);

Pasa13
(1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan

kepada:
a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan

daerah;
b. pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan

Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat serta tenaga lainnya yang
ditugaskan oleh instansi pelaksana pemungut pajak; dan

c. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.

Bagian Kesatu
Penerima In_ntlf

SABUI
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
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PaulS
Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan
besamya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paaal7
(1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

huruf a, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan
pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi
6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dengan nilai realisasi
penerimaan pajak dan retribusi di bawah Rp1.000.000.000.000,00
(satu trilyun rupiah). ' .

(2) Besaran pembayaran insentif untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan paling tinggi
sebesar 50/0(lima persen) dari besamya insentif yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan Pasal 6.

(3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai
penerimaan daerah.

Paaa16
(1) Besaran insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak

daerah dan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis
pajak dan retribusi.

(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD
tahun anggaran berkenaan.

Baglan Ketiga
Beaaran lnaentlf

PaaalS
Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BagiaD Kedua
Sumber lnaentif .

f. apabila pada akhir triwulan III realisasi rnencapai 850/0(delapan puluh lima
persen), atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;

g. apabila pada akhir triwulan IVrealisasi rnencapai 1000/0(seratus persen) atau
lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belurn dibayarkan; dan

h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen)
tetapi lebih dari 85% (delapan puluh lima persen], insentif diberikan untuk
triwulan IIIdan triwulan sebelurnnya yang belurn dibayarkan.
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Pasa112
Tata cara pelaksanaan pencairan insentif dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi
ditentukan sebagai berikut:
a. lnstansi Pelaksana Pemungut membuat permohonan pencairan insentif kepada

Kepala Bapenda dengan melampirkan laporan realisasi pelaksanaan pungutan
pajak dan retribusi yang tercapai;

b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Bapenda mendisposisikan permohonan pencairan dimaksud kepada KepalaBidang
Akuntansi dan Pelaporan pada Bapenda untuk dilakukan anclisa realisasi pajak
dan retribusi daerah; dan

c. hasil analisa sebagaimana dimaksud pada hurufb, selanjutnya diserahkan kepada
BidangPerbendaharaan pada Badan PengelolaanKeuangandan AsetDaerah untuk
dilakukan proses pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal11
Dalamhal realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran mampu
melampaui rencana penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah
ditetapkan dalam APBDtahun berkenaan, maka insentif untuk kelebihan penerimaan
tersebut dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dan dapat diberikan pada
triwulan pertarna tahun anggaran berikutnya.

Pasa110
Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah
tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun
anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya
yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paaa19
(1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun

penganggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal6.

(2) Penganggaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkanke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek
belanja pajak.

(3) Penganggaran insentifpemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkanke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis
belanja pegawai,obyek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian obyek
belanja retribusi.

Bagian Keaatu
Peng&nggaran

BABIV
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
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ASISTEN PEMERIIHAHAN O'.A~ KESRA

~,tI.
~E'fI;....L..A BAG~AHHUKUM

DEN.l :S'UHERLA,N
BERITA PAERAH KABtJPATEN GARUT. . .

'~AlJUN ~~Q'NOMOR:ll,

Dlunciangltan,di Gamt:
:Jnida tangga15 - 3 - 202'0:
SEI{RETARIS DAERAH·KABUPATENGARUT,

ttd

Dltetapkan cfi Gal"Ut
pa~. t.uUd:S -3,_'2020
Blr,p AT~l 6,,4RUT,

Pasal15

Peraruran Bupati ini muIai berlaku pacta tanggal ditmdangken.
Agar setiap orang mengetahuhrya, memerintahkan pengundangan Perafuran
Bupati irti, dengan p~~em,P~tannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gartrt.

Pa.sa114
Pada saat Peraturan Bupati inimulai berlaku, maJ<-a.Peratutall Bupatf Ga1:'Ut NomQI:"6,
Tal1U'O2017' tentang 'rata Cara Pemberian dan .'Pt;m]anfaafan Insentif Penrungutan
Fajak Daerah dan.Re1:n.l'bu;'Si. Daerah lJ3~ Daerah ·J{:a.p1.lpatenOarut Tahun '2017.
N:omor'(5)~ dicabut dan tidak berlaku.

. -.

BABV

totr:eNt'PAN PEmfTTJP

Bagt8J.j.lietf(a

Pe~~i$Ungjawa'blin

Panl' '13
Pertanggimgiewaban pemberian insentif.dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangari.
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